
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 4

T'ERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI PATI
NOMOR:2TAHUN1989

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN DAERAH
TINCKAT IT - PATI ,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Nomor 18 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,

Wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkai II Pati yang disusun ber-

dasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

, Tahun 1976 jo Surat Kawat Menteri Dalam Ne€eri

tanggal 15 April l9?? Nomor Pem. I 12133 sudah tidak

sesuai. lagi dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku :



.".'...

b. bahwa sesuai Cenga*:.{'raksud Pasal 28 ayat (1) UnGan'g -

o*ou,ig"N*o-r 5 Tatrun 'tqr+ tentang Pokok - pokok

p"tiintut'tn Ui naerat'' makb Kedudukan Keuangan Ketua'

wtk;i"ret;;td*''anggo*DPRDperludiaturdcngan
Peraturan Daffah;'

c. bahwa sehubungaq dengan'hal tersebut dan dengan lclah

riikeluarkannya Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor J

ahun 1980 tentang Pedonlan mengenai Kedudukan Ke-

o.*u"'-itt* w--xil Ketua dan Anggo-q DPRD se-

mgil'"'*t telah diubah dengan Fsraluran Menreri Dalam

N.d;;*;i rco-tnzran[gal t9 Septernbe-r 1e85' maka

k#;;;;';;ng"nuir"ouotifanKeuanganKotua'wakil
K";-oun ane"goo DPRi Kabupaten Dlerah Tingkat II

P;;il '"gffi 
ci'otun kembali-dengan Psraturan Daerah'

Mengingat : 1. Undang - undang Y*"1 5 talrun l9?4 tentang Pokok - pokok

- Pemerint'ahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pcmbentukan

pailt"- ouerurr-liabupaten daiam Liugkungan Propinsi Jawa

Tengah;

3. Feraturan Pemerintah Nomo 5 tahun 1975 rcntang

' Penguruiian' Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuanggan

Paeiatr 
"4.PeraturanMenteriDalamNqgeriNomo-r-3T,ahunl980

tentang Pedoman mengenai Kidudutan Keuangan Ketua'

Wakil Ketua dan enggot Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah

t"G;il;; iJ"rt oi"utr' dengan Peraturan Menteri Dalam

G;; *;or 160 -rn'Z tansgal 19 September 1985'

Dengan Fersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II 'Pati.

MEMUTU S KAN

MENETAPKAN : PERATURANDAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

u ilil dtnfic'- xnpupurAN KEUANGAN KErUA'

wAfli, iffiie JeN ANGGoTA DEwAN?ERwAKILAN

nerifri-peBnaTTTeguPeTENDAERAHTINGKATII
PATI.

e



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Pati;

b. D.P.R.D ialah Dewan Perwakilan RakYat

Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II
Pati;

d. Uang Paket

c. Pemerinraha Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat tI Pati;

ialah yang dibayarkan kepada ang89?

DPRD untuk setiaP hari menghadiri

sidang - sidang DPRD Yang sYah'

yung diOalu*nya telah termasdkuang

riAung, uang angkutan sctemPat dan

uang makan ;

e: Uang Representasi 
AfJ.,il:'iltXh'"i3il :ffdilfi
Ketua DPRD berhubungan dengan

kedudukannYa;

f. uang kehormatan ;'*,iiljTffiJ"F#1*'if1lil5
bcrhubung dengan jabatanny sebagai

Ketua dan Wakil Ketua DPRD;

g.run jangan jabaranr,'"o;lililIi.,3sr,:?iTr,ff"b{ffi

Ketua, dan Wakil Ketua DPRD

karena jabatannYa;

h. runjangan Pimpinan -#il"''*r:";'ff T,rt$illffi1
meniuOuki iaUaran Pimpinan Komisi

dalam satu tahun sidang;

i. Tunjangan Fraksi adalah tunjangan.-bulanan tetap berupa

uang Yuog Aib"titan kePada Fraksi



sebagai lembaga DPRD;

j. Tunjangan Panida Anggaranadalah tunjangan bulanan tctap

berupa uang yang dibcrikan karcna

ffffi#a1 
tusas sebagai Panitia

k' runjangan Panitia "Til-*;X-t"l""l?;ff"irHffil
karena melaksanakan tugas sebagai

Panitia MusYawarah ;

l. TunjanganPanitiaKhustisadalah tunjangan tctap bcrupa uang

yang dibcrikan karena melaksanakan

ugas sebagai Panitia Khusus;

m. Tunjangan perjalanan dinas tctap. diberikan untuk 
_biaya

il?:lT"' *"ff11-*:?:"" ?:i:
' melakukan perjalanan dinas tetaP

menurut tugas kewilaYahannYa;

n. runjangan Mob'itas 
r#f"-f?"o|,T*$*"":?";::;
diberikan kepada Anggota Fraksi
dalam rangka menunjang kegiatan

o. uang perjaranan ;,"*Tifffff; ;:i::#ff:.T"f#-
H3/111!"fH;*m'a' 

dan uang

Pasal2

(l)Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggora DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah

atau msngucapkanjanji pada pelantikannya sebagai Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan

A4ggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan bcrhenti,
diberhentikan atau meninggal dunia.



BAB II
UANG PAKET

Pasal 3

(l) Uang paket bagi AnggotaDPRD ditetapkan sebesar Rp.
10.0m,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari.

(2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang

menghadiri sidang DPRD, dengan ketentuan untuk sidang

satu hari satu malarn hanya dibayarkan satti kali.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil ketua DPRD tidak diberikan ueng

paket untuk sidang- sidang DPRD yang dipimpin atrau

dihadirinYa' 
Pasar 5

Sidang - sidang yang syah bagi Komisi, Panil.ia, dan lain
sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai

sidang DPRD terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan
dimaksud pasal 3 ayat (l) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB NI
. UANG KEHORMATAN

Pasal 6

(l)Uang kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 200.000,00 (Duararus ribu
rupiah) setiap bulan ; '

b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp.175.000,00 (Se,ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
(2) Selain ,jumlah yang ditetapkan pada ayat (l)huruf a dan

b pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD

. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya
menurut peraturanperundang - undangan y'dng-berlaku bagi
Pcgawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Daerah.


